BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh yang
cukup besar terhadap perubahan pola pikir, kebudayaan, serta perilaku
setiap individu, yang kemudian memperngaruhi tingkah laku suatu
individu di masyarakat. Tidak hanya berkembang ke arah pola pikir yang
lebih baik namun juga dapat berkembangan kearah pola pikir yang lebih
buruk. Perkembangan kearah yang buruk tentunya akan membuat
permasalahan sosial dan membuat masyarakat hidup menyimpangan dari
norma-norma, Masalah sosial yang terjadi atau berkembang dalam
masyarakat bersifat dinamis tidak bersifat statis. Bahkan tidak saja dapat
dilihat dari satu sisi, melainkan hampir semua masalah sosial dan masalah
lingkungan yang terjadi tidak lepas dari perubahan sosial atau terkait
dengam isu isu perubahan social'. Faktor yang mendorong perubahan
sosial dapat dibedakan benjadi tiga yaitu faktor sosial, faktor psikologis,
dan faktor budaya.’

Berbagai penyimpangan norma yang masih banyak di temui di
indonesia ialah penyimpangan norma kesusilaan atau penyimpangan
seksual. Norma kesusilaan sangat berkaitan dengan masalah seksual.
Seksualitas adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia dalam manifestasi
kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Kebutuhan seks
merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, walaupun sebagai
kebutuhan primer yang harus dipenuhi, bukan berarti pemenuhan
kebutuhan tersebut bisa dilakukan secara begitu saja. Norma kesusilaan
berlaku untuk membatasi manusia agar masih tetap di dalam nilai — nilai
kesusialaan yang baik,
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Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap
norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya
mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu
ketentraman suatu kelompok masyarakat. seperti diketahui bahwa
eksibisionisme merupakan kelainan seksual yang menyebabkan pelaku
melakukan tindak penyimpangan seksual, dalam beberapa kasus
pelaku eksibisonisme memamerkan kemaluannya kepada korban
dengan beragam cara bisa secara langsung maupun secara online
melalui jejaring social internet.

Norma kesusilaan membatasi seseorang dalam pemunuhan
kebutuhan seksual dengan cara harus adanya kesukarelaan antara
kedua belah pihak berdasarkan ikatan yang dianggap sah oleh
masyarakat. Apabila seseorang atau individu tidak dibatasi dengan
norma kesusilaan, nantinya tindakan — tindakan yang berkaitan dengan
kebutuhan seksual yang dipenuhi tidak dengan dasar kesukarelaan atau
juga dengan pemaksaan hingga menggunakan kekerasan akan kerap
terjadi, hal tersebut tentunya akan menjadi suatu permasalahan dalam
kehidupan masyarakat. Tindakan seksual dengan pemaksaan atau
kekerasan ataupun pelecehan seksual yang lain semuanya merupakan
tindakan  penyimpangan seksual®. Istilah penyimpangan seksual
(sexual deviation) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual
(sexual abnormality) Penyimpangan seksual bisa didefinisikan sebagai
dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek
seksual sewajarnya®. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai
suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari norma, pelaku
penyimpangan seksual melakukan tindakan seksual bersifat intimidasi
secara nonfisik dapat berupa kata — kata , bahasa, atau gambar atau
dengan intimidasi secara fisik berupa meraba, menyentuh, mencium.’

Beberapa contoh kasus eksibisionisme yang terjadi Indonesia,
yaitu Korban pelecehan eksibisonis bernama Rahayu saat itu sedang
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olahraga pagi. Saat dalam perjalanan Rahayu diikuti oleh pria tak
dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Merasa di ikuti Rahayu
lantas melihat kebelakang dan tanpa ia duga, pria tersebut
mengeluarkan kemaluan dan mempermainkan alat kelamin di depan
Rahayu. Usai melakukan tindak pelecehan tersebut terduga pelaku
pergi menggunakan sepeda motor®. Contoh lainnya terjadi di Kota
Malang korban diketahui berinisial PN (22) kejadian tindak
penyimpangan seksual eksibisionisme terjadi di sebuah gang
perkampungan menuju rumah korban, Senin 21 September 2020
sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu korban berinisial PN berniat kembali
kerumah setelah pulang bekerja, saat dalam berjalanan memasuki jalan
perkampungan korban dikagetkan dengan aksi pelaku yang secara tiba
tiba mempertontonkan alat kelaminnya di depan PN. PN mencoba
mengusir dan merekam pelaku, namun pelaku bukannya kabur pelaku
malah semakin tertantang. Mengetahui hal tersebut lantas korban PN
berteriak kencang hingga pelaku memutuskan untuk kabur
mengendarai sepeda motornya’

Kasus eksibisionisme ini terjadi di Bekasi tepatnya di
Perumahan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Pelaku bernama
Brusly Wongkar kejadian ini terjadi pada hari senin 20 Januari 2020
pada mulanya brusly yang bekerja sebagai super taksi online melihat
beberapa anak pelajar sekolah yang ada di pinggir jalan komplek
perumahan, setelah itu pelaku secara spontan membuka kaca mobil dan
menunjukan kegiatan masturbasi kepada para pelajar yang sedang
bermain dipinggir komplek perumahan. Ini bukan kali pertama kali
brusly melakukan tindak penyimpangan seksual berdasarkan
pengakuannya kepada polisi brusly telah banyak melakukan tindak
penyimpangan seksual masturbasi didepan umum. Sasaran dari tindak

® https://newsmaker.tribunnews.com/2021/01/19/kronologi-pelecehan-seksual, diakses
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penyimpangan seksual brusly tak bisa diterka, siapa saja yang menerut
brusly menarik perhatiannya, brusly langsung melakukan aksinya.®

Norma kesusilaan harus benar — benar ditegakkan agar nilai —
nilai kesusilaan dalam masyarakat tetap terjaga. Penegakan norma
kesusilaan tentu harus diiringi dengan norma hukum demi terciptanya
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga disaat terjadi
penyimpangan atau pelanggaran norma kesuliaan pelaku
penyimpangan seksual tidak hanya diberikan sanksi sosial, meskipun
bentuk sanksi sosial cukup berat namun juga harus diberikan sanksi
yang lebih tegas berupa norma hukum. Norma hukum dinilai lebih
memiliki sanksi yang tegas dan mengikat siapapun yang menyimpang
atau melanggar norma tersebut. Meskipun norma hukum dinilai
memiliki sanksi yang lebih tegas, namun norma hukum juga harus
mempunyai sudut pandang lain dalam pemidanaan pelaku tindak
pelanggaran norma. Norma hukum dituntut harus memberi solusi
hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada pelaku sesuai
dengan konsekuensi yang didapat. solusi pemidanaan yang tepat bagi
pelaku penyimpangan eksibisionisme selain penjara dan denda namun
juga harus diberikan solusi yakni hukuman tambahan seperti
rehabilitasi. Persoalan ini menjadi semakin jauh dari nilai keadilan
karena seharusnya keadilan memberikan perlindungan hukum bagi
eksibionisme yang merupakan pelaku penyimpangan psikologis.
Menurut konsep Keadilan restoratif (Restoratif justice), seseorang
yang melanggar suatu aturan atau norma tidak semata-mata hanya
dapat penjara atau kurungan, perlu adanya sistem pemidanaan yang
lebih efektif dalam memidanakan sehingga konsep keadilan serta
ketepatan dalam pemidanaan dapat tercapai.

Peraturan hukum di Indonesia yang saat ini berlaku terkait
penyimpangan norma kesusilaan dengan eksibisionisme, serta putusan
hakim mengenai eksibisionisme berisikan tentang pemidanaan yang
berorientasi pada pembalasan dalam bentuk penjara dan kurungan,
yang dapat dimaknai sebagai hukuman fisik. apakah tidak ada
kemungkinan untuk bentuk hukuman yang lain yang lebih tepat bagi

8 https://health.grid.id/read/352001553/brusly-wongkar-pria-gangguan-
perilaku-eksibisionis, diakses pada tanggal 15 maret pukul 15.41 WIB.



pelaku eksibisionisme, yang merupakan perilaku menyimpang seksual.
hal ini menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk melakukan
penelitian skripsi dengan judul “KONSEP PENJATUHAN SANKSI
BAGI PELAKU EKSIBIONISME DALAM PERSPEKTIF
NILAI KEADILAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka di
dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku eksibisionisme dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana yang dapat dimintakan
pertanggungjawapan pidana?

2. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap pelaku
eksibisionisme yang sesuai dengan nilai keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini akan
dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku eksibisionisme  dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana

2. Untuk menemukan konsep pemidanaan bagi orang dengan
kelainan seksual eksibisionisme dengan konsep nilai keadilan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
berupa :

1. Manfaat Teoristis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi
penjalasan serta bahan masukan bagi masyarakat umum dan
bagi para penegak hukum. Serta dapat menjadi kajian ilmu
tambahan terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana
pada pelaku eksibisionisme dan upaya pembaharuan hukum
bagi pelaku kasus seksual eksibisionisme.



2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan atau refrensi bagi mahasiswa atau masyarakat umum
untuk penelitian selanjutnya mengenai sanksi tindakan
penyimpangan seksual eksibisionisme dalam hukum pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah
prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktin hukum, untuk memahami
adannya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif
diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “gegevens
van het recht”.’ Ilmu hukum mempunyai karater yang khas, yaitu
sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.'® Penelitian normatif
menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional,
sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada
persyatan logika deduktif.'' Dengan menggunakan bahan hukum
primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan
pendukung.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini Pmenggunakan metode Pendekatan undang-
undang (Statute Approach ) dan pendekatan konseptual (Conceptual
approach). Pendekatan undang-undang (Statute Approach ) dilakukan
dengan menelaah semua perundang — undangan dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan
ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang -undang dengan
undangan undang lainnya atau dengan undang -undang dengan undang

% Soerjono Soekanto & Sri Mamudji(selanjutnya disebut sebagai Soerjono
Soekanto & Sri Mamudji I1) , Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Depok, 2015,
h. 14.
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— undang dasar atau antar regulasi dengan undang — undang'’.
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu dnegan
mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan menelaah
konsep-konsep hukum, digunakan untuk mengkaji dan menganalisis
kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang
akan diteliti.

Menurut Peter Mahmud “dengan beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, serta merujuk pada prinsip-prinsip hukum, peneliti akan
melahirkan konsep hukum sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.
Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih
mudah membangun argumentasi hukum dan menarim kesimpulan
yang tidak keliru dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan
Konseptual dilakukan untuk memahami konsep penjatuhan sanksi
pelaku tindak pidana eksibisionisme dalam perspektif nilai keadilan.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan
perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.'* Dalam
Penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum primer
sebagai berikut: Unang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi , Yurisprudensi Putusan
Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 73/Pid.B/2017/PN Ngw,
Putusan Pengadilan Negeri Tekengon Nomor
100/Pid.B/2020/Pn Tkn..

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal
dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis,
disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum
sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui
kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Jakarta, Kharisma
Putra Utama, 2019, h.133
13 Ibid., h. 181.



hukum.'* Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan bahan
hukum sekunder sebagai berikut: Buku-buku, Penelitian Ilmu
Hukum; Artikel Ilmiah, Website

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia,
antara lain: Kamus Hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia;
Ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
penelusuran bahan hukum primer pengumpulan bahan hukum
dilakukan mencari peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan yang relevan dengan isu hukum. Bahan hukum
dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi dan
identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan
sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik
pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
studi kepustakaan. Jenis bahan yang meliputi bahan sekunder yaitu
penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap
berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur,
dan juga berbagai perundang-undangan. Perundang-undangan dalam
hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation
bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation. Untuk itu,
metode yang biasa digunakan adalah inventarisasi dan kategorisasi
sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier
dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan disistematisasi,
diklasifikasi dan disinkronisasi satu dengan lainnya. Teknik/metode
analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum adalah teknik
analisis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang
bersifat preskriptif. Teknik analisis normatif tersebut dapat dilakukan

1% Ibid., h.196.



dengan menggunakan metode-metode baku dalam ilmu hukum, dalam
penelitian ini metode yang digunakan adalah harmonisasi karena
isunya adalah inkonsistensi norma serta menggunakan logika atau
penalaran hukum metode deduktif,sehingga diperoleh kesimpulan dan
preskriptif atas isu hukum yang diteliti

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang
terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar

diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara
jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistimatika penulisan hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I

BABII :

BAB III :

BAB IV :

Berisi  uraian  tentang  pendahuluan,  yang
didalamnyameliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi
tinjauan mengenai pengertian penyimpangan seksual,
eksibisonisme  sebagai  bentuk  penyimpangan,
pengertian tindak pidana,

pertanggungjawaban pidana, pengaturan
eksibisionisme dalam hukum positif di Indonesia, teori
keadilan, konsep double track dan rehabilitasi.

Berisi uraian tentang keberadaan eksibionisme dalam
kategorisasi tindak pidana serta konsep pemidanaan
yang adil bagi penyandang penyimpangan seksual
eksibisionisme

Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari
penelitian  yangmerupakan jawaban atas rumusan
masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan
penelitian ini.
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